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ABSTRAK 
 

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian meningkat 
dan mengarah pada generasi muda, bahkan sudah memasuki kalangan sivitas 
akademika yakni mahasiswra. Kejahatan yang dimbulkan oleh penyalahgunaan 
narkotika dari tahun ke tahun terus menunjukan peningkatan. Situasi perdaran 
narkoba terus meningkat sejak tahun 2006. Hal tersebut terlihat dari bertambahnya 
jumlah kasus dan tersangka penyalahguna narkotika. Kenakalan remaja seringkali 
disebutkan sejumlah faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan remaja 
atau pengguna narkotika sering terjadi ketika broken home, krisis kewibawaan, 
guru dan orang tua, hubungan-hubungan komunikatif didalam keluarga, 
kurangnya social control orang tua, kuatnya perwujudan sikap melawan otoritas, 
ketidakpercayaan terhadap hukum, konsumerisme dan sebagainya Di Daerah 
Istimewa Yogyakarta pengaruh budaya kota sangat dirasakan langsung oleh 
masyarakat sekitarnya. Kemungkinan remaja kota untuk mengalami proses belajar 
menyimpang (Narkoba) baik menyangkut tehnik melakukan maupun yang 
menyangkut motivasi dan pembenaran sangat luas, dari latar belakang masalah di 
atas dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kebijakan dan proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di 

Rumah Sakit jiwa Grhasia Yogyakarta? 
2. Apa kendala dalam rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Rumah Sakit 

jiwa Grhasia Yogyakarta? 
Penelitian ini merupakan penelitian perpaduan lapangan dan pustaka yang 

bersumber pada data primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan 
pendekatan yuridis empiris, dengan teknik deskriptif analitis kualitatif dan 
disajikan dalam kerangka berpikir deduktif. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh 
pihak rumah sakit yakni memberikan suatu pelayanan yang maksimal bagi korban 
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Selain itu pihak rumah sakit juga 
memberikan suatu pemeriksaan, penetapan diagnosa, pengobatan dan perawatan 
bagi korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Adapun kendala yang 
dihadapi ialah keinginan pasien untuk keluar atau ketidakmauan pasien dalam 
melakukan Rehabilitasi, yakni Pasien terkadang merasa tertekan dengan peraturan 
yang diterapkan oleh RSJ Grhasia, Pasien merasa bosan dengan keadaan rumah 
sakit, Ketika pasien mengalami sakau (suatu keadaan dimana orang tersebut 
mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis/psikologis akibat kencanduan 
putau), pasien akan atau selalu berkeinginan untuk mencari obat tersebut, dan 
terkadang pembesuk membawa barang atau obat (narkoba) untuk diberikan 
kepada pasien dikarenakan merasa kasian dengan kondisinya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Masyarakat semakin menyadari mengenai besarnya ancaman yang 

dihadapi saat ini dan waktu kedepan, yaitu semakin meningkatnya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ancaman bahaya 

penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian meningkat dan mengarah 

pada generasi muda, bahkan sudah memasuki kalangan sivitas akademika 

yakni mahasiswa.1 

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pepatah ini tepat sekali 

untuk menjelaskan akibat buruk yang di timbulkan oleh penyalahgunaan 

narkoba. Pepatah tersebut akan berubah konteks dan makna, yakni  

mengobati lebih baik dari pada membiarkannya berlarut-larut. Penggunaan 

narkotika pun demikian. Selama pengguna masih hidup, masih tersisa 

jalan untuk memperbaiki diri. Tetapi, proses perbaikan diri atau rehabilitas 

ini tak hanya dilakukan oleh yang bersangkutan, tetapi juga semua elemen 

masyarakat yang terkait dengannya. Perkembangan penyalahgunaan 

narkoba yang sangat memprihatinkan dewasa ini tentunya membutuhkan 

penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Salah 

satu program terapi dan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba yang 

                                                           
1Badan Narkotika Nasional, Mahasiswa dan Bahaya Narkotika, (Jakarta Timur: Badan Narkotika 

Nasional, 2012), hlm. 2. 
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telah dilaksanakan adalah Program Terapi Rehabilitas Terpadu (One Stop 

Center) yang memadukan pelayanan terapi medis dan rehabilitas sosial.2 

Penyusunan standarisasi untuk akreditasi tempat pelayanan 

penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat mendesak didorong oleh 

berbagai organisasi yang menjamur tidak terpantau. Tentunya untuk dapat 

menerapkan program standarisasi tempat-tempat pelayanan 

penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Program standarisasi disusun 

berdasarkan situasi dan kondisi yang ada saat ini dalam rangka 

penanggulangan narkoba. Perubahan-perubahan politik, ekonomi dan 

sosial serta perubahan-perubahan nilai-nilai dan pranata-pranata sosial 

yang menyertainya telah melahirkan sejumlah permasalahan yang 

menyangkut berbagai ketidakharmonisan, ketidakseimbangan dan 

ketidakmerataan yang dapat merupakan faktor-faktor sosio-struktural, 

faktor interaksi dan faktor pencetus munculnya perilaku menyimpang.3 

Keseluruhan dampak perubahan itu sudah tentu menyentuh pula 

aspek-aspek kehidupan remaja kota sebagai suatu golongan masyarakat 

yang berjumlah besar dalam struktur kependudukan di perkotaan. Konteks 

tersebut tampak terlihat persoalan pokok, yakni kejahatan yang dilakukan 

oleh remaja. 

Dalam tulisan-tulisan mengenai kenakalan remaja seringkali 

disebutkan sejumlah faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan 

                                                           
2  M. Amir P. Ali Imran Duse, dkk,  Narkoba Ancaman Generasi Muda, (Yogyakarta: Pustaka Timur, 

2007), hlm. 26. 
3 Ibid., 37. 
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remaja atau pengguna narkotika sering terjadi ketika broken home, krisis 

kewibawaan, guru dan orang tua, hubungan-hubungan komunikatif 

didalam keluarga, kurangnya social control orang tua, kuatnya perwujudan 

sikap melawan otoritas, ketidakpercayaan terhadap hukum, konsumerisme 

dan sebagainya.4 

Di Daerah Istimewa Yogyakarta pengaruh budaya kota sangat 

dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya. Kemungkinan remaja kota 

untuk mengalami proses belajar menyimpang (Narkoba) baik menyangkut 

tehnik melakukan maupun yang menyangkut motivasi dan pembenaran 

sangat luas, demikian pula halnya dengan kemungkinan untuk sering, lama 

dan intensif bergaul dengan kelompok yang mendukung nilai-nilai dan 

norma penyimpangan5. 

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini telah terjadi beberapa kasus 

tentang penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Badan Narkotika 

Nasional Provinsi DIY dan Polres DIY dari tahun 2009-2011 terdapat 

beberapa kasus sebagai berikut:6 

No Jenis 2009 2010 2011 

1 
Barang bukti yang 
disita 

19.394,80 gr 22.935,56 gr 4.129,48 gr 

2 Jumlah sabu yang 
disita 

142,00 gr 3.817,00 gr 1.624,89 gr 

3 Jumlah heroin/ 
putaw 

49,00 gr 2.613,30 gr 1.050,10 gr 

                                                           
4 Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi, (Jakarta: 

Yayasan Lembaga Bantuan hukum Indonesia, 1988), hlm. 73. 
5 Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Staff BNN Provinsi DIY, pada tanggal 7 Februari 2013 
6 Sumber dari Jurnal Data P4GN 2011 edisi Tahun 2012 BNN RI 
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4 Jumlah Daun 
Ganja yang disita 

- gr - gr 28 gr  

5 Jumlah Ekstasi 
yang disita 

503,00 gr 10.169,00 gr - gr 

 

Melihat data perkembangan di Yogyakarta sangat memprihatinkan, 

berdasarkan data tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis 

dan meneliti tentang rehabilitasi penyalahguanaan narkoba di DIY.  

 

B. Rumusan Masalah 

Maksud dan tujuan penulisan rumusan masalah adalah untuk 

memberikan batasan yang akan menjadi pokok penelitian. Berdasarkan 

latar belakang masalah yang telah dikemukakan, inti dari permasalahan 

yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kebijakan dan proses rehabilitasi bagi penyalahguna 

narkoba di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta? 

2. Apa kendala dalam rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Rumah 

Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan dan mekanisme 

rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Rumah Sakit Jiwa 

Grhasia Yogyakarta. 



5 
 

 

 

b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam rehabilitasi bagi 

penyalahguna narkoba di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan 

informasi mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di 

Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. Serta dapat menjadi 

tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat 

dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, 

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan rehabilitasi bagi 

penyalahguna narkoba. 

b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan 

para pembaca serta masyarakat pada umumnya termasuk masukan 

bagi pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba 

dan merehabilitasi penyalahgunaannya.  

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang 

telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

Skripsi karya Timotius Febriano Hutabarat, Fakultas Hukum 
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Universitas Airlangga, yang berjudul “Rehabilitasi Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat Adiktif (Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan dan 

Ketersediaan Tempat Sumber Daya Rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, 

dan Zat Adiktif di Surabaya)”7, dalam skripsi tersebut membahas tentang 

bagaimana upaya rehabilitasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 

dalam pelayanan kesehatan dan ketersediaan tempat sumber daya 

rehabilitasi di Kota Surabaya. Hasil penelitian menenujukan bahwa 

pelayanan kesehatan dan ketersediaan tempat sumber daya rehabilitasi di  

Kota Surabaya belum maksimal sehingga menjadi kendala yang harus 

segera ditanggulangi dalam tujuannya untuk memberantas peredaran dan 

penyalahgunaan rehabilitasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. 

Skripsi karya Zelni Putra, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 

yang berjudul “Upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh 

Badan Narkotika Nasional (BNN) Padang (studi kasus di BNN Padang)”8, 

dalam skripsi tersebt membahas tentang bagaimana kebijakan upaya 

rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional 

(BNN) Padang dan prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan 

syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh BNNK/Kota Padang. 

Serta kendala-kendalanya dalam upaya rehabilitasi bagi penyalahguna 

narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Padang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa :  
                                                           

7 Timotius Febriano Hutabarat, Rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Studi Deskriptif 
Pelayanan Kesehatan dan Ketersediaan Tempat Sumber Daya Rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat 
Adiktif di Surabaya), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008. 

8 Zelni Putra, Upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) 
Padang (studi kasus di BNN Padang), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011. 
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1) mengenai kebijakan BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi 

tidak terdapat ketentuan tertulis khusus yang dibuat oleh BNNK/Kota 

Padang, kebijakan BNNK/Kota Padang hanya berupa melakukan 

himbauan dalam penyuluhan kepada masyarakat agar pecandu 

bersedia direhabilitasi  

2) Prosedur penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat 

seseorang untuk direhabilitasi oleh BNNK/Kota Padang, yaitu 

Penentuan apakah seseorang pecandu atau penyalahguna narkotika 

sebagai korban dapat direhabilitasi adalah wewenang pengadilan, 

BNNK/Kota Padang secara langsung tidak menetapkan terhadap 

pecandu mana yang bisa untuk direhabilitasi dan yang tidak bisa untuk 

direhabilitasi. Syarat utama seseorang dapat direhabilitasi adalah 

kemauan dari pecandu sendiri 

3) kendala yang dihadapi oleh BNNK/Kota Padang dalam proses 

rehabilitasi adalah keterbatasan personil yang bisa melakukan 

pendekatan kepada pecandu, personil yang dibutuhkan adalah personil 

yang mampu melakukan pendekatan kepada pecandu dan keluarganya 

agar pecandu bisa diyakinkan untuk menjalani upaya rehabilitasi, dan 

karena BNNK/Kota Padang masih berada dibawah pemerintah kota 

Padang sehingga anggaran dana terbatas tergantung jumlah dana yang 

dianggarkan oleh pemerintah kota, cara untuk menaggulanginya 

adalah dengan memaksimalkan semua potensi yang ada, bekerjasama 

dengan lembaga kepemudaan.  
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Selain itu penelitian lain yang meneliti mengenai penyalahgunaan 

narkotika yakni skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Narkotika dan 

Usaha Penanggulangannnya di Kotamadya Yogyakarta” oleh Retna Hari 

Sawitri, mahasiswi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gajah 

Mada (UGM) pada tahun 2001,9 yang memfokuskan kepada usaha 

penanggulangan kejahatan narkotika, hambatan dan solusi yang dilakukan. 

Adapun hasil penelitiannya yaitu dalam menanggulang kejahatan ini 

Poltabes Yogyakarta melakukan langkah-langkah pre-emtif, preventif dan 

represif yang melibatkan departemen dan instansi terkait. 

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Retna jelas 

berbeda dengan apa yang penyusun akan teliti yakni penanggulangannya 

yang berupa rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang dilakukan di 

RSJ Grhasia Yogyakarta. 

Di samping itu hasil penelitian lainnya yakni skripsi yang berjudul 

“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Gelap Narkotika di 

Yogyakarta”, oleh Ronaldo Gogo Simatupang, mahasiswa jurusan 

Kepidanaan, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi’45,10 yang 

memfokuskan penelitiannya pada peran aparat penegak hukum, proses 

pemeriksaan, hambatan serta tanggapan dari terpidana perkara narkoba. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yakni peran dari aparat dinilai 

baik, sedangkan hambatan dalam penegakan hukum yakni terdakwa selalu 

                                                           
9 Retna Hari Sawitri, Penyalahgunaan Narkotika dan Usaha Penanggulangannnya di Kotamadya 

Yogyakarta, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Unuversitas Gajah Mada (UGM), 2001). 
10 Ronaldo Gogo Simatupang, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Peredaran Gelap Narkotika di 

Yogyakarta, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi’45, 2001). 
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memikirkan diri sendiri sehingga kesaksian yang disampaikan sering 

berbeda di awal pemeriksaan dikepolisian.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ronaldo ini jelas berbeda 

dengan apa yang akan penyusun teliti yakni lebih menitik beratkan kepada 

rehabilitas penyalahguana narkoba. 

 

E. Kerangka Teori 

a. Politik Hukum Pidana. 

Politik hukum pidana hanyalah merupakan bagian dari politik 

hukum nasional yang di dalamnya memiliki bagian-bagian yang 

berbeda. Meskipun demikian pelaksanaan politik hukum pidana bisa 

terjadi secara bersama dari semua bagian secara terintegrasi. Bagian-

bagian itu ialah11: 

1) Criminalisation policy bagian ini adalah strategi politik hukum 

pidana untuk memfokuskan kajian pada perbuatan-perbuatan 

mana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana, perbuatan 

yang dianggap jahat, yang dapat merugikan orang lain, 

melanggar norma dan perbuatan utuh layak mendapatkan 

ancaman sanksi bahi siapapun yang melakukannya. Proses ini 

sering disebut sebagai proses keriminalisasi. Dalam bagian ini 

juga bisa terjadi sebaliknya, bahwa dalam “criminal policy” itu 

juga bias terjadi “descriminatisation policy” suatu strategi 

                                                           
11 Mokhamad Najih, Politik Hukum Pidana Passka Reformasi; Implementasi Hukum Pidana sebagai 

Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara, (Malang: In-Trans Publising Malang, 2008), hlm 35-36. 
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politik hukum pidana yang menentukan suatu perbuatan yang 

semua dianggap melanggar ketentuan pidana dan dapat 

diberikan sanksi menjadi dihapuskan dari ketentuan sebagai 

perbuatan pidana.  

Mengenai kriminalisasi dan dekriminalisasi, Prof Muladi 

memberikan batasan-batasan atau kriteria, mengenai ukuran 

kriminalisasi dan dekriminalisasi secara doctrinal harus 

berpedoman pada hal-hal berikut12: 

a) Kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan 

“overcriminalization” yang masuk kategori “the misuse 

of criminal sanction”. 

b) Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc. 

c) Kriminalisasi harus mengandung unsur korban 

(victimizem) bisa aktual bisa potensial. 

d) Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan  

hasil dan prinsip ultimum remedium. 

e) Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang 

“enforceable” 

f) Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik 

(public support). 

                                                           
12 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992), 

hlm. 35. 
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g) Kriminalisasi harus mengandung unsur “subsosialiteit” 

(mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil 

sekali). 

h) Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa 

setiap peraturan pidana membatassi kebebasai kebebasan 

rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat 

penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu. 

2) Punishment policy dan penal policy, suatu bagian dari politik 

hukum pidana untuk menentukan kriteria dan bentuk sanksi 

dalam pemidanaan. Apa bentuk sanksi yang dapat digunakan 

bagi perbuatan pidana tertentu, apakah hukum penjara, hukuman 

denda, hukuman kerja sosial dan sebagainya. Selain itu juga 

bagian ini juga merancang bagaimana strategi pelaksana 

hukuman itu akan dilaksanakan, bagaimana bentuk lembaga, 

prosedur tatacara pelaksanaannya dan sebagainya.  

3) Criminal justice policy, adalah bagian dari politik hukum pidana 

yang membincangkan bagaimana strategi kelembagaan bagi 

penyelenggaraan “criminal law inforcement” (penegakan 

hukum pidana), badan-badan apa saja, seperti lembaga 

penuntutan lembaga pendidikan, lembaga peradilan, lembaga 

advokasinya, perlindungan saksi, perlindungan korban, lembaga 

penjara dan sebagainya. 
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4) Law inforcemen policy, bagian dari politik hukum pidana yang 

mencermati strategi penggunaan hukum pidana dalam 

penanggulangan kejahatan, dan strategi melaksanakan 

penegakan hukum pidana.  

5) Administrative policy, bagian ini membicarakan dan 

memfokuskan perhatian pada strategi perancangan administrasi 

penyelenggaraan sistem peradilan pidana, oleh sebab itu bagian 

ini sebenarnya tidak bisa terpisah dari bagian yang lainnya dan 

bisa menjadi satu dengan strategi perancangan criminal justice 

sistem yang terintegrasi. 

  

b. Teori Penal dan Non Penal 

Penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dua kebijakan 

yaitu dengan menggunakan kebijakan penal dan non penal. Kebijakan 

penal yakni penanggulangan menggunakan sanksi pidana, atau 

peraturan yang berlaku. Sedangkan kebijakan non penal merupakan 

kebijakan penanggulangan menggunakan sanksi administratif, sanksi 

perdata dan lain-lain. Penjelasan lain menurut Barda Nawawi Arief 

dan Bambang Poernomo yang menegaskan bahwa kebijakan non 

penal dalam penangulangan kejahatan adalah melakukan langkah-

langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahatan.13 

                                                           
13 Ach. Tahir, Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan penanggulangannya), (Yogyakarta: Suka 

Press, 2010), hlm. 46. 
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Adapun pengertian dari kebijakan pidana yang dikutip dari 

bukunya Muhammad Najih, beliau menjelaskan bahwa kebijakan 

pidana (penal policy) merupakan upaya untuk menanggulangi 

kejahatan, sebagai bagian yang integral dari upaya perlindungan 

masyarakat (social defence) dengan kata lain bahwa kebijakan pidana 

atau politik criminal merupakan bagian dari social polciy14. Adapun 

kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan yakni: 

1)  Pencegahan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan 

(goal) yang berupa “social wilfare” dan “social defence”  aspek 

inilah yang asa, karena dengan ter[penuhinya kesejahteraan dan 

keamanan/kedamaian akan timbul keyakinan masyarakat yang 

bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan (trust) nilai 

keadilan (justice) nilai kejujuran dan kebenaran. 

2) Maka pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan 

secara integral, ykni adanya keseimbangan antara “pendekatan 

penal” dan “pendekatan non penal”. 

3) Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan secara 

penal (penal law inforcement policy) dalam implementasinya 

dilakukan melalui beberapa tahap yang pertama, tahap formulasi 

(legislative policy) atau tahap proses legislasi, kedua, tahap 

yudisial sebagai tahap aplikasi, dan ketiga tahap proses 

administratif / eksekutive policy 

                                                           
14 Mokhamad Najih,  Politik Hukum Pidana… hlm. 40-41 
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c. Pengertian Narkoba 

Menurut batasan WHO (1969) yang dimaksud obat (drug)adalah 

setiap zat yang apabila masuk kedalam organism hidup akan 

mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ 

tubuh. Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) ialah zat 

kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental dan 

prilaku seseorang. Apabila berbagai jenis obat narkotika, alkohol serta 

zat-zat lainnya yang memabukan ini disalahgunakan untuk tujuan 

diluar pengobatan, akan mengubah kerja saraf otak, sehingga 

sipemakai berpikir, berperasaan dan berprilaku tidak normal.15 

Sebagai zat adiktif atau yang bias menimbulkan efek kecanduan. 

Pemakainya sulit untuk dikontrol, setelah ketagihan (addited) pemakai 

narkoba akan sampai pada tingkat yang paling parah yaitu 

ketergantungan (dependence). 

 

1) Narkotika 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 

                                                           
15 BNN,  Materi Advokasi Pencegahan Narkoba,. (Jakarta: BNN, 2005) hlm. 7 
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35 Tahun 2009 tentang Narkotika.16 Menurut Undang-undang 

Narkotika dibagi menurut potensi menyebabkan 

ketergantungannya sebagai berikut:17 

a) Narkotika golongan I, yakni berpotensi sangat tinggi 

menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk terapi. 

Contoh: Heroin, Kokain, dan Ganja. Putauw adalah heroin 

tidak murni merupakan bubuk. 

b) Narkotka golongan II, yakni berpotensi tinggi menyebabkan 

ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan 

terakhir. Contoh: Morfin dan Petidin. 

c) Narkotka golongan III, yakni berpotensi ringan menyebabkan 

ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh : 

Kodean. 

2) Psikotropika 

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, 

bukan narkoba yang berkhasiat psiko-aktif melalui pengaruh slektif 

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada 

aktivitas mental dan perilaku.18 Yang digolongkan psikotropika 

menurut Undang-Undang RI adalah: 

a) Obat penenang 

b) Obat tidur 

                                                           
16 Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1  
17 Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba Sejak Usia Dini, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007), hlm. 28-29. 
18 BNN, Materi Advokasi Pencegahan… hlm. 8. 
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c) Zat halu-sinogenik. 

 

3) Zat Adiktif (Zat Psiko-Aktif) 

Sedangkan zat adiktif adalah zat atau bahan kimia yang apabila 

masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, 

terutama susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkanperubahan 

aktivitas mental, emosional, dan perilaku. Apabila digunakan terus 

menerus dapat menimbulkan kecanduan oleh karena itu disebut 

juga zat psiko-aktif.19 Yang termasuk dalam zat adiktif ini selain 

narkotika, psikotropika dan alkohol adalah sebagai berikut: 

a) Minuman keras 

b) Solvent 

c) Nikotin 

d) Kafein  

d. Model Terapi dan Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba 

Tiga tahapan utama proses perawatan dan pemulihan penderita 

ketergantungan narkoba yaitu:20 

1) Tahapan detoksifikasi terapi lepas narkoba (withdrawal syndrome) 

dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan 

menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus narkoba 

serta mengobati komplikasi mental penderita. 

                                                           
19 Ibid, hlm. 9. 
20 Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pedoman Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004), 
hlm, 122 
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2) Tahap stabilisasi suasana mental dan emosional penderita, sehingga 

gangguan jiwa yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan 

narkoba dapat diatasi sehingga penderita secara bertahap dapat 

menyesuaikan diri dengan situasi perawatan dan situasi sosial 

selanjutnya. 

3) Tahapan rehabilitasi atau pemulihan berfungsi fisik, mental dan 

sosial penderita seperti bersekolah belajar bekerja dan bergaul 

dengan normal dengan lingkungan sosialnya (keluarga dan 

lingkungan lebih luas).  

Perawatan dan pemulihan penderita ketergantungan narkoba 

melibatkan berbagai profesi dan keahlian termasuk dokter, perawat, 

psikiater, psikologi, dan pekerja sosial yang telah mendapat pelatihan 

khusus untuk peran perawatan dan rehabilitasi penderita 

ketergantungan narkoba. Pengobatan dan rehabilitasi penderita 

ketergantungan narkoba juga memerlukan dukungan, perhatian serta 

keterlibatan orang tua penderita. Keberhasilan dan efektifitas program 

dan proses perawatan dan rehabilitasi penderita ketergantungan 

narkoba ditentukan oleh banyak faktor, seperti diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Kemauan kuat serta kerjasama penderita sendiri. 

2) Profesionalisme kompetensi serta komitmen para pelaksananya. 

3) Sistem rujukan antara lembaga yang baik. 

4) Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai. 
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5) Perhatian dan keterlibatan orang tua atau keluarga. 

6) Dukungan dana yang memadai. 

7) Kerjasama dan koordinasi lintas profesi yang baik. 

Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, Pasal 54, 55, 56, 57, 58 dan 59, mewajibkan pelaku 

penyalahgunaan narkoba mengikuti program perawatan dan 

pemulihan, tetapi dalam praktek, sampai sekarang masih berjalan 

seperti dahulu.  

Jika pemulihan berbicara tentang proses seorang pecandu pulih 

sehingga dapat menikmati gaya hidup bebas tanpa narkoba, terapi dan 

rehabilitasi berbicara tentang sarana dan program pelayanan, yang 

diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. 

Terapi dan rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses 

pelayanan yang diberikan kepada pecandu, untuk melepaskannya dari 

ketergantungan pada narkoba, sampai ia dapat menikmati kehidupan 

bebas tanpa narkoba. Pelayanan biasanya diberikan oleh tim tenaga 

profesional berpengalaman dan terlatih. 

Detoksifikasi merupakan tahap pertama terapi rehabilitasi, yaitu 

melepaskan seseorang dari pengaruh langsung narkoba yang 

disalahgunakannya. Detoksifikasi diikuti tahap kedua dari proses 

melepaskan seseorang dari ketergantungan narkoba, yaitu rehabilitasi 

yang  meliputi rehabilitasi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. 
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Beberapa prinsip pada terapi dan rehabilitasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Seorang pecandu mungkin dapat pulih dari ketergantungan 

narkoba 

b. Program terapi harus memperhatikan berbagai ragam kebutuhan 

klien agar pulih: fisik, psikologis, spiritual, pendidikan, dan 

hukum. 

c. Waktu terapi yang cukup sangat penting, dengan konseling 

individu, dan kelompok sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari terapi. 

d. Keterlibatan keluarga, masyarakat tempat, tempat kerja, dan 

kelompok pendukung akan membantu poses pemulihan pecandu. 

e. Klien perlu senantiasa diawasi kebutuhan, masalah, dan 

kemajuannya. 

f. Pecandu dngan gangguan kesehatan fisik dan gangguan kesehatan 

jiwa yang telah ada sebelumnya, perlu diterapi secara bersamaan. 

g. Pemulihan bersifat jangka panjang. 

h. Tim yang menolong pecandu (tenaga medis, konselor, pecandu 

yang pulih dipilih, dan terlatih) perlu menjalin hubungan dengan 

klien secara professional dipercaya dan penuh perhatian, dan 

menjaga kerahasiaan klien. 21 

 

                                                           
21 Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba Sejak Usia Dini, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007), hlm. 146. 
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F. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, 

yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.22 Dalam setiap 

penulisan karya ilmiah tidak dapat lepas dari penggunaan metode, karena 

metode merupakan cara bertindak dalam upaya, agar kegiatan penelitian 

dapat terlaksana atau tercapai hasil yang maksimal.23 

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam 

penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library dan 

empiris yaitu penelitian pustaka dan lapangan. Data diperoleh 

melalui wawancara, juga didapat di tempat lain dengan pihak-pihak 

yang pernah terlibat dalam proses rehabilitasi bagi penyalahguna 

narkoba. Penelitian normatif yakni menggunakan peraturan yang 

berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Narkotika dan peraturan 

lainnya yang mengatur mengenai Narkotika dan rehabilitasi. 

Sedangkan Empiris yakni data yang didapat langsung dilapangan, 

dalam hal ini Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.  

Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan 

dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Rumah Sakit Jiwa 

Grhasia Yogyakarta. Penelitian empiris digunakan untuk mengetahui 

                                                           
22  Masyuhuri & M. Zainuddin, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif, (Bandung: 

Refika Aditama, 2008) hlm. 151. 
23  Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Kanisius, Yogyakarta, 

1996) hlm. 10. 
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rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Rumah Sakit Jiwa Grhasia 

Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian lapangan (field 

research) dilakukan dengan melakukan interaksi dengan pihak-pihak 

yang pernah terlibat dalam proses rehabilitasi bagi penyalahguna 

narkoba di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni 

pendekatan yuridis dan case yakni pendekatan melalui Undang-

undang dan pendekatan kasus, dimana dengan pendekatan-

pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari 

berbagai asepek mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus 

(Case Approach).  

4. Sumber Data 

Data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer , 

data sekunder dan data tersier. Data primer akan diperoleh dari 

lapangan penelitian narasumber yaitu dokter, perawat, dan 

penyalahguna narkoba, maupun melalui peneliti sendiri. Data 

sekunder adalah berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen-

dokumen, statistik dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data 
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komparatif mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. 

Sedangkan data tersier dapat berupa berbagai tulisan yang telah ada, 

dengan bersumber kepada keterangan, gambar, bagan dan lain-lain. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: 

a. Pencarian data primer berupa data lapangan dilakukan dengan 

beberapa cara, guna memperoleh data deskriptif yang 

bermanfaat, yang terjadi pada lingkungan penelitian. Cara-cara 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Observasi. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan 

terhadap proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di 

Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. Secara garis besar, 

pengamatan akan dilakukan terhadap ruang, pelaku dan 

kegiatan yang dilakukan. 

2) Wawancara (interview). Melalui wawancara diharapkan 

dapat dikumpulkan data lisan dan data non-lisan. Data 

verbal terutama didapat dari penggunaan alat bantu berupa 

catatan. Sedangkan data non-verbal akan didapat dengan 

mengandalkan daya ingat yang dimiliki. Pada tahap 

permulaan wawancara akan dilakukan dengan pedoman 

wawancara (interview guide) dimana pertanyaan-pertanyaan 

telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh penyusun.  
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Wawancara tersebut telah melibatkan: 

a) Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. 

b) Petugas Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. 

c) Dokter Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta 

b. Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan yang 

telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip. 

Pencarian data sekunder akan dilakukan 2 (dua) cara, yaitu : 

1) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, 

berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, 

buku-buku, artikel dan berita-berita dalam surat kabar atau 

majalah, ensiklopedia dan kamus. 

2) Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan 

yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada 

tempat penyimpanan arsip. 

c. Pencarian data tersier dilakukan dari berbagai tulisan yang telah 

ada, dengan bersumber pada keterangan, gambar, bagan dan 

lain-lain. 

6. Analisa Data 

Data yang telah terkumpul, selanjutnya penyusun 

menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa 

dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Metode ini digunakan 

untuk menganalisis bagaimana rehabilitasi bagi penyalahguna 

narkoba di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. 
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G. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan karya ilmiah Skripsi ini dapat terarah dan 

sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat 

penyusun menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:  

BAB I, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II, berisi tinjauan umum tentang rehabilitasi bagi 

penyalahguna narkoba yang meliputi narkotika,  sejarah narkotika, 

pengertian narkotika, perkembangan narkotika di Indonesia, rehabilitasi, 

pengertian rehabilitasi, jenis rehabilitasi, penyalahgunaan narkotika, 

penanggulangan narkotika di Indonesia dan faktor-faktor penyebab 

penyalahgunaan narkotika. 

BAB III, berisi tinjauan umum Rumah Sakit Jiwa Grhasia 

Yogyakarta, ketentuan umum rehabilitasi yang dilakukan oleh Rumah 

Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta, ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna 

narkoba menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku di 

Indonesia. 

BAB IV, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil 

penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi 

penelitian ini diadakan, yaitu analisis kebijakan, proses dan kendala yang 

dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta, terhadap 

penyalahguna narkoba. 
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BAB V, berisi kesimpulan dan saran yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa pada bab sebelumnya mengenai 

rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang menggunakan studi empiris 

di rumah sakit jiwa Grhasia Yogyakarta, yang menghasilkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kebijakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yakni memberikan 

suatu pelayanan yang maksimal bagi korban Narkotika, Psikotropika 

dan Zat Adiktif. Selain itu pihak rumah sakit juga memberikan suatu 

pemeriksaan, penetapan diagnosa, pengobatan dan perawatan bagi 

korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Disamping itu pihak 

rumah sakit juga merupakan salah satu Institusi Penerima Wajib 

Lapor. Dengan harapan bahwa setiap pecandu narkotika minimalnya 

mendapatkan suatu informasi tentang masalah kecanduan dan 

mendapatkan akses untuk rehabilitasi. Sedangkan proses rehabilitasi 

yang dilakukan oleh rumah Sakit Jiwa Grhasia ini yakni muali dari 

pemeriksaan awal, dan penentuan diagnosa, lalu pengobatan dan 

perawatan. Adapun dalam proses rehabilitasi ini bangak kegiatan yang 

dilakukan supaya dapat menunjang dan dapat mempermudah dalam 

pengobatan dan memberikan bekal untuk hidup dan bergaul di 

masyarakat setelah keluar dari rumah Sakit Jiwa Grhasia. Adapun 
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kegiatan ynag dilakukan yakni; pelaksanaan shalat berjamaah, 

morning meeting, job fungtion, seminar, creatifity, kegiatan spiritual 

dan evening meetin. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan guna 

memperbaiki keidupan dan memberikan pembekalan bagi korban 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. 

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak rumahsakit sendiri yakni; 

Keinginan pasien untuk keluar atau ketidakmauan pasien dalam 

melakukan Rehabilitasi, yakni Pasien terkadang merasa tertekan 

dengan peraturan yang diterapkan oleh RSJ Grhasia, Pasien merasa 

bosan dengan keadaan rumah sakit, Ketika pasien mengalami sakau, 

pasien akan atau selalu berkeinginan untuk mencari obat tersebut, dan 

terkadang pembesuk membawa barang atau obat (narkoba) untuk 

diberikan kepada sipasien dikarenakan merasa kasian dengan kondisi 

pasien. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni: 

1. Bagi pihak Rumah Sakit sendiri yaitu dalam peran penanggulangan 

pengguna narkoba, bahwa bahaya dari penggunaan narkoba ini sangat 

berbahaya. Disampping itu mengenai informasi terhadap Rehabilitasi 

bagi pengguna atau pecandu narkoba, banyak pihak yang belum 

mengetahui akan hal ini. Sehingga terkadang para pecandu merasa 
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takut untuk melaporkan dirinya bahwa dirinya adalah pengguna 

narkoba.  

2. Bagi para pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dengan 

adaya penelitian ini diharapkan dapat membrikan suatu motivasi dan 

dorongan bagi para pecandu bahwa jika sudah terlanjur menggunakan 

atau mengkonsumsi narkoba, bahwa ada solusi yang diberika oleh 

pemerintah yakni rehabilitasi. Di sini para pecandu akan dihilangkan 

dari rasa ketergantungan atau kecanduan dari obat tersebut. 

3. Bagi masyarakat luas, diharapkan dengan adanya penelitian ini yang 

penulis sendiri sadari masih jauh dari kata sempurna, namun besar 

harapan penulis bahwa dapat meberikan suatu ilmu dan informasi bagi 

para masyarakat dan para pembaca pada khususnya. Sehingga tidak 

akan pernah mencoba yang namanya narkoba. 
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Puskesmas Gambir

PuskesmasTebet

Puskesmas Jatinegara

Puskesmas Tambora

Puskesmas Koja

Puskesmas Cengkareng

Puskesmqs Kemayoran

Puskesmas Senen

Puskesmas Kramat Jati
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MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK !NDOT.IE,SIA

lnstitusi Penerima
RSJD Prov. Jawa Barat

RS MarzoekiMahdi

RSUP Hasan Sadikin

RSUD Tasikma

RSUD dr. Muwardi Solo
RSUD dr. Margono purwokerto

No.

RSUD Syamsudin Sukabum i

RSUD

RSUD Kota Bekasi

13 | Jawa Barat I RSUD Gn' JatiCirebctn

Puskesmas

Jawa Tengah

Puskesmas Bogor'Iimur
Puskesnras Salam Kota Bandu

Puskesmas Sukabumi Kota Sukaburni

rusresmeglggLEEgag___
lrrtrgqs Garuda Bandung
UNITM BNN Lido Sukab*-G, B*.t
RSUP dr. Kariadi

RSJD Amino Gondohusodo Sema
RS RA Kartini Jepara

nSUO_ galyg1qqs Kab. Banyumas
RSUD l(ab. Wonogiri (RSUD dr. Soediran Ma

Puskesmas Manahan Solo

Puskesmas poncol Semara

Puskesmas Cilacap Selata n

Puskesmas Parakan

RSUP Dr. Sard

Puskesmas Umbul Har

Puskesmas Banguntapan ll
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No. Provinsi Institusi Penerima

16 Jawa Timur

Bali

RSU dr. Soetomo

RSJ Radjiman Wedyodiningrat Lawang

RSJ Menur

RSUD dr. SyaifulAnwar Malans

I RSUD dr. Soedono Madiun

I RSUD Soebandi.lember

I RSUD Gambiran Kediri

I RS. Bhakti Dharma Husada Surabaya

RSUD Sidoario

nSUONgrnjrt F

-

_EgD dr. M"h.Srt"h Krt, p linggo
Puskesmas Manukan Kulon

Puskesmas Japi, ---------
Puskesmas K"nO.t S*i fvf .trnl--

-

r u5Kest ilas,.rOnoan*,*, fVtr trl*
Puskesmas Baneil

RSUP Sanglah

-

tsPKJ prov. Bali/nsJ pro% B.li 
-..--.-

PuskesmasKutal 
%

Puskesmas Tabrr,.n ili-_-
PuskesmasAbi.*.rnF
Puskesmas ubud l 

-_-

Puskesmas Ubud ll %

L7

18 NTB RSJ Prov. NTB

RS Prof. Yohanes Kunanp19 NTT

2A Kalimantan Barat

RSUD Soedarso pontianak

RSJ Allanyang

RSJ Singkawang

P-g*gg$g!ELM!
Puskesmas Sasak

Puskesmas Singkawa ng Tensa h

Puskesmas Darajuanti - Sintans

BPKJ Kalawa Atei

RSJ Sambang Lihu,

-

27 Kalimantan Tensah

22

23

Kalimantan Selatan RSUD Ulin Banjarnrasin

Puskesmas Pekauman

Kalimantan Timur

RSKD Atma Husada Mahakam

RSIJD AW Syahanie Samarinda

$! uQ1[Ka n ujoso Djatiwibowo

RSU Tarakan
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No. Provinsi lnstitusi Penerima Waiih lanar
24 Sulawesi Barat RSUD Prof. Sulawesi Barat

25 Sulawesiselatan

RSK Dadi Makasar

RSUD dr. Wahidin

RSUD Andi Makassau pare-pare

RSUD Salewangang Maros

RSUD H. AldiSulthan Daeng Raja Bulukumba

Puskesmas Kasikasi

i Puskesmas JumpandanA Baru

PUSKeSmas J0ngaya

RSUD Prof. dr. H. Aloe Saboe

RSUP Manado

R5( Ratumbuvsans

RSJ Palu (RSl Madani)

RSUD Undata Palu

-

RSUD Anutapura

-

nJJ ul. ruprap,o nrrlo nrroooffiffi
RSUD ManokwariRffi I

26 Gorontalo

27 Sulawesi Utara

28 SulawesiTengah

29 Sulawesi Tenggara

30 Maluku

31 Maluku Utara

32 Papua Barat

33 Papua



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.B25, 2011 KEMENTERIAN KESEHATAN. n.6aUititari
Medis. Penyalahgunaan Narkotika.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESI.A
NOMOR 24 1 5/MENKESi PER/Xrr/20 I 1

TENTANG
REHABILITASI MEDIS PECANDU, PEI.TYALAHGUNA DAN KORBAN

PENYALAHGUNMN NARKOIIKA 
.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengtngat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat(li Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dan Pasal 13 a,v-at i6) perafuran pemerintaf,
Nomor 25 Tahun 20Lt tentang pelaksanaarr Wqiib
Lapor Pecandu Narkotika, perlu menetapkan peraturln
Menteri Kesehatan tentang Rehabilitasi Medis pecandu,
Penyalahgrna dan Korban penyalahgunaan Narkotika;
1. Undang-Undang Nomor g Tahun 19g1 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara pidana ll,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19g1 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang
Praktik Kedol:teran (kmbaran Negara nepubL{
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, famlanan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3\;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2004 Nomor l2i, famLahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44gil,

,.,:, 1;l!:. :':?r.rr!.tnrn?.rn.go.to
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4.

5.

8.

9.

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerinta-han Daera-h (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20OB Nomor 59,
Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor aSa\;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OOg tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
Undang-Und_ang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang
Kesehatan (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OOg tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO9 Nomor 153, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50721;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT
tentang Pembagran Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a737);
Peraturan Pemerintah Nonnor 25 Tahun 2ALL
tentang Pelaksanaan Wadib Lafor pecandu
Narkotika (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5211);
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2OLt tentang
Pelaksanaan Kebi$akan dan Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaarr
dan Peredaran Gelap Nari<oba Tahun 2OLI-2OLS;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
494 /Menkes/SK/VII 12006 tentang penetapan
Rumatr Sakit dan Sate[t Uji Coba pelayanan Terapi
Rumatan Metadon Serta pedoman program Terapi
Rumatan Metadon;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor l4T/Merkesl
Per/ll20lo tentang Perizinan Rumah Sakit;

:; .. ...1
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13.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/
Perlllll2008 tentang Rekam Medis;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29O/Menkes/Perlllll2008 tentang persetujuan Tindakan
Kedokteran;

2011, No.82S

Kesehakn Nomor
tentang Klasifikasi

14. Peraturan Menteri
340/Menke s I per I tlt I 20 L0
Rumah Sakiq

li
*,
,s

*
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Menetapl:an :

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 42O/Menkes/
SK/III/2010 tentang pedoman Layanan Terapi danRehabilitasi Komprehensif pada dggr;
Penggunaan NAPZA Berbasis Rumah Sakit;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 42llMenkes/
SK/III/2010 tentang Standar pelayanan Terapi danRehabjlitasi Gangguan fenggunaan NAUA;- 

*r' qqr

17. Kepufusan Menteri Kesehatan Nomor 422lMenkes/SK/III/2010 tentang pedoman penatalaksanaan
Medik Gangguan penggunaan NAIZA;

18. Perafuran Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PerlXl20ll tentang izin praktik aan peiakr*"*
Praktik Kedolteran (Berita Negara R.p"blil;
Indonesia Tahrrn 20ll Nomor 6ZLl;

MEMUTUSKAN:

PEMTURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
REHABILITASI MED.IS PECAND U, PEI{YALAHGUNA DANKORBAN PEI\IYAIAHGUNAAN XEiIXOUTE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal I
Dalam Perafuran Menteri iniyang dimaksud dengan:
1.

2.

Rehabilitasi medis adafh-su1tu proses kegiatan pengobatan secarir

ii##ior. ""* membebaskan' pecandu d# f.t..grntungan

Narkotika adarah z-at3tatlobatyang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis *,rp:*, semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesad*" rril""gnya rasa,mengurangi sampai mengfrilangkan. 
lasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantung;, yrig ain.aril ;;-;;am gorongan-
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golongan sebagaimana terlampir dalam
Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif,
NAPZA, adalah bahanlzat yang dapat
kejiwaan/psikologi seseorangserta
ketergantungan fisik dan psikologi.

Undang-Undang Nomor ctrUrJ

yang selanjutnya disebut
mempengaruhi kondisi
dapat menimbulkan

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keada.an ketergantungan
pada Narkotika, baik secara hsik maupun psikis.

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika
tanpa hak atau melawan hukum.

Korban Penyalahgunaan Narkotika adatah seseorang yang tidak
sengqia menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu,
dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

IGterganhrngan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleir dorongan
untuk rnenggunakan Narkotika secera terus-menerus dengan takaian
yang meningkat agar rnenghasilkan efek yang. sarna dan apabila
penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, akan
menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penl,alahgunaan dan
ketergantungan Narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara
terpadu baik fisik, psikis, spirituat dan sosial.

Detoksifikasi adalah suatu proses intervensi medis y-ang bertujuanuntuk membanfu pecandu, penyarahguna dan t<oiban
penyalahgunaan narkotika mengatasi gejala putus zat akibat
penghentian Narkotika da-ri tubuh pecandu, penyalahguna dan
korban penyalahgunaan yang mengalami ketergantungan nsif<.

Terapi rumatan medis adalah suatu terapi jangka panjang minimal 6
bulan bag klien ketergantungan opioida aenfarr- minggunakan
gllongan opioid sintetis agonis (Metadon) ut* agoniJ parsial
(Bufrenorfin) dengan cara oral atau sub-lingual, dibawai pengawasan
dol:ter terlatih, dengan merujuk pada pedoman nasional.
Pasien di bawah umur adalah pecandu, penyalahguna dan korban
penl,alahgunaan narkotika di bawah umur yang berusia kurang dari
atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun.

Proses peradilan adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari
penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan)
sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang *.*puryui
kekuatan hukum tetap.

5.

7.

8.

ii
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10.

11.

12.

\ii: i. ,-f,:: ranirrmharn n6 r6i, .'! l. ...i
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(1)

l2t

13.

14.

(2t

Direktur' Jenderal adatah jabatan struktural eselon I pada
Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di biiang
pembinaan upaya kesehatan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.

BAB II

FASILITAS

Pasal 2

Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah claerah, ;t "masyarakat.

Fasilitas rehabilitas! medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi Grbntu
yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.

(3) Lembaga rehabilitasi tedentu sebagaimana dirnaksud
meliputi:

pada a1'at (2)

t1)

(21

(21

E
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a. lembaga rehabilitasi NAPZA milik pemerintah atau pemerintah
Daerah;

b. klinik rehabilitasi medis NAUA yang diselenggarakan oleh
rnasyarakat.

Pasal 3

Rumah sakit dan puskesmas yang menyelenggarakan rehabilitasi
medis ditetapkan oleh Menteri.

Menteri mendelegarftg penetapan rumah sakit dan puskesmas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Daektur Jenderal.
Penetapan rumah sakit milik pemerintah daerah atau masyarakat dan
puskesmas sebagai penyelenggara rehabilitasi medis tiilakukan
setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah.

Pasal 4

(1) kmbaga rehabilitasi tertentu yang menlelenggarakan rehabilitasi
medis wqiib memiliki izin sesuai ketenfuan pEaturan perundang-
undangan.

Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus , mendaputkT - persetujuan Menteri 

""tot 
'dapai

menyelenggarakan rehabiritasi medis pecandu, penyalahgurru d*
korban penyalahgunaan narkotika.

Pgrmolonan persetujuan diajul*n dengan melampirkan kelengkapan
administratif sebagai berikut

(3)

www.citoo.oep*.m.=*. 1'r':j
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a. Salinan/fotokopi izin yang masih berlaku;

b. Prohl lembaga rehabilitasi yang meliputi struktur organisasi
kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan
peralatan serta pelayanan rehabilitasi medis yang akan diberikan;
dan

c. Identitas lengkap pemohon.

Pasal 5

Pimpinan lembaga rehabilitasi tertentu mengajukan permohonan
tertulis untuk mendapatkan persetujuan kepada Menteri cq Direktur
Jenderal.

Direktur Jenderal dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan
diterima menetapkan menerima atau menolak permohonan
persetujuan atau permohonan perpanjangan persefujuan.

Permohonan yang tidak memenuhi syarat ditoiak oleh Direktur
Jenderal dengan memberikah alasan penolakannya secara tertulis.

Pasal 6

Persetujuan untuk dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis
pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika
berlaku selama 5 0ima) tahun dan dapat diperpaqlang serama
memenuhi keteotuan yang berlai<u

l2l Perpanjangan persehrjuan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilakukan dengan mengqjukan permohonan perpanjangan
persetujuan 6 {enam) bulan sebelirm habis masa berlakunya
persetujuan.

(3) Permohonan perpanjangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Men.teri cq Direktur Jenderal dengan
melampirkan fotokopi persehrjuan yang rama dan lapoian
penyeleaggaraan rehabilitasi medis yang telah dilakukan.

Pasal 7

{1) Fasilitas rehabilitasi medis harus memasang papan nama sebagai
penyelenggara rehabilitasi medis.

{21 Lembaga rehabilitasi medis tertentu harus mencantumkan nomor izin
dan nomor persefujuan pada papan narna.

Pasal 8

Fasilitas rehabilitasi medis mempunyai kewajiban:

a. menyelenggarakan rehabilitasi medis sesuai standar profesi, standar
pelayanan dan standar prosedur operasional;

b. melaksanakan fungsi sosial;

6

(1)

(21

(3)

(u

1;i; illr,rmham oo E
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berperan serta dalam jejaring dan melaksanakan fungsi'rujukan;

melaksanakan serangkaian terapi dan upaya pencegahan penularan
penyakit melalui pen ggunaan narkotika suntik;

menyusun standar piosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi
sesuai dengan modalitas yang digunakan dengan mengacu pada
standar dan pedoman penatalaksanaan medis; dan

melakukan pencatatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan
rehabilitasi medis.

BAB III

PENYELENGGAIRTquUI REHABILITASI MEDIS

Bagran Kesafu

Umum

pasal9

Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana
rehabilitasi, program rehabiiitasi rawat jalan atau rawat inap, dan
program pasca rehabilitasi.

Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi wavrancara,
observasi dan pemeriksaan iisik terhadap pecandu, penyalah.guna dan
lorban penyalahgunaan Narkotika, dengan menggunakan contoh
formulir sebagaimana terlampir.

Asesmen dilakukan pada awal, selama dan setelah pioses rehabilitasi.

Asesmrn selama proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)dilakukan sekurang-kurangrya setiap 6 bulan sekali.

Asesmen dilale.rkan oleh tim yang terdiri dari tiolcter sebagai
penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang terlatih di bidang
asesmen gangguan penggunaan NAPZA

Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia
dan merupakan dasar rencana rehabilitasi medis ierhadap pecandu,
penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang
bersangkutan.

Pasal 10

Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan/atau
inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun

dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pelaksanaan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

(U

at

(s)

(6)

(u

12)
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' a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi
simtomatik, dan/atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit
komplikasi sesuai indikasi; dan

b. intervensi psikososial antara lain melalui konseling- adiksi
narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif
(Cognitiue Behauior Therapyl, dan pencegahan kambuh.

(3) Pelaksanaan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi
simtomatik, dan terapi penyakit komplikasi sesuai indikasi;

b. intervensi psikososial antara lain rrrelalui konseling individual,
kelompok, keluarga, dan vokasional;

c. pendekatan Iilosoli tlwropeuticcommunitg (TCldan/atau metode 12

(dua belas) langkah dan pendekatan filosofi lain yang sudah teruji
secara ilmiah.

(4) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Proses pemulihan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan
Narkotlka yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat
melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan
Rumah Sakit dan Puskesmas terdekat yang sebelumnya telah ditetapkan
sebagai institusi penerima wajib lapor pecandu narkotika

Pasal 12

t1) Fasilitas rehabilitasi medis dalam menyelenggarakan pelayanan
rehabilitasi medis wajib membuat rekam medis.

A Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelayanan rehabilitasi medis harus memperoleh persetujum {informed
cor*ent1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undanga

Pasal 14 
n' 

fl
Fasilitas rehabilitasi medis dilarang menggunakan t eteraJan fisilq dan
kekerasanpsikologis/mentaldalammelaksanakanpe@il-an-Gfiib-ilitasi
medis.

Pasal 15

(U Rehabilitasi medis dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan
dan keadilan gender.

'rl'r'L;.l djpp,csi,i:*: ii! :a;i :. !';. itl
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Fasilitas rehabilitasi medis berbasis rumah sakit yang menyediakan

rawat inap, hams mengalokasikan sebagian dari ruang perawatannya

bagi pasien Perempuan.

Fasilitas rehabilitasi medis rawat inap bagi pasien perempuan harus

menyediakan ruangan khusus. untuk menyusui dan ruang untuk

pera:watan bersama dengan bayi, khrrsusnya bagi pasien yang menjadi

frangtua tunggal dan tidak memiliki dukungan sosial'

Pasal 16

(3)

'l
,fo

(1) pelaksanaan rehabilitasi medis dan penJrusunan rencana terapi\-' 
ternaaap pasien di bawah umw harus memperhatikan kondisi

perkembangan mental emosional dan mempertimbanglan hak untuk

memperoleh Pendidikan.

l2l Penyusunan rencana terapi bagi pasien di bawah umur

mengutamakan program rehabilitasi lawat jalan' agar

*"rr[g*ggo trak untuk menjalani pendidikan'

harus
tidak

I
b
:

(3) Ruang rawat inap pasien di bawah umur tidak boleh digabung!<an

dengan ruangrawat inaP dervasa'

Pasal 17

pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya

p.tJr"rr^* rehabilitasi medis bagi pecandu, penya-lahguna dan korban

penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu sesuai peraturan

penrndang-undangan.

Bagan Kedua

Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis Terkait Putusan Pengadilan

Pasal 18

Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban

penyalahgunaan narkotika yang telah diputus oleh pengadilan

air"t 
"gg}akan 

di fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang telah

ditetapkan oleh Menteri.

Pasai 19

(1) Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban

penyalahgunaan narkotika yang telah diputus oleh pengadilan

dilaksanakan melalui tahaPan:

a. program rawat inaP awal;

b. program lanjutan; dan

c. prograln Pasca rawat-

l2l Program rawat inap awal sebagaimarra dima}6,,6 pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan selama minimal 3 (tiga) bulan untuk kepentingan

www.dlpp.o€i(: :F:l:t,-:':l



:i

;

I
!
t
I
It
I
t
!
i

2011, No.825 10

asesmen lanjutan, serta penatalaksanjan medis untuk gangguan fisik
dan mental.

(3) Program lanjutar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi progrlm rawat inap jangka panjang itau program rawat jalan

, y*g dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional
(4) Pelaksanaan program lanjutan dengan program rawat jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan
untuk pecandu, penyalahguna dan korban penyatahgunaan narkotit<a
yang telah diputus bersarah oleh pengadilan dengan pola penggunaan
rekreasional dan jenis narkotika amfetamin, dan g*j", dllr7"t.r,
berusia di bawah 18 tahun.

(5) Pola penggunaan rekreasionar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah penggunaan narkotika hanya untuk mencari t es.naogan puh"
situasi tertentu dan belum ditemukan adanya toleransi seia gejala
putus zat-

(6) Program rarvat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sekurang-kurangnya Zl&qL kali seminggu 

-dengan

pemeriksaan urin berkala atau sewaktu_wh
(71 Program pa:ci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi rehabilitasi sosial dan program p..rg.*tairn kepada
masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-1s1dangan.

/ pasal 20
/ Pemerintah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis

bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang
telah diputus oleh pengadilan.

Bagran Ketiga
Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis Terhadap pecandu, penyalahguna

dan Korban penyalahgunaan Narkotika yang
sedang Menjalani Proses peradilan

Pasal 21

Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat
ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis aanTatau rehabilitasi
sosial.

Penempatan dalam lembaga rehabilitasi med.is dan/atau rehabilitasi
sosial sebagaimana dimatlsud pada ayat (l) merupakan kewenangan
penlndik, penuntut umum, atau haldm *."rui dengan tingkat
pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.
Tim.dgkter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari doticer
spesialis kedokteran jiwa, dokter ipesialis forlnsik, dokter, dan
psikolog yang berasal dari fasilitas rehabilitasi meiis, organisasi
profesi, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional.

D*rlr"r j.J^yn l*t Clt,. A"ti,ic-- t,. U-{+.; tR L

(1)

(2t

(r),

(
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(4) Dalam hal di daerah tidak ada dokter spesialis kedokteran jiwa
dan/atau dokter spesialis forensik, maka dapat ditunjuk dokter yang
terlatih di bidang gangguan penggunaan NAPZA untuk masuk dalam
Tim dokter.

(5) Tim dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan
Kabupaten lKota.

(6) Tim dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan asesmen,
pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik dan pemeriksaan
psikologis.

PasoJ22

Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban
penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses peradilan
diselenggarakan di fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah yang
memenuhi standar keamanan tertentu sesuai ketenfuan 'peraturan
perundang-undangan, antara lain pada rumah sakit milik Kepolisian
Republik Indonesia dan Rumah Salit KetergantunganObat Jakarta.

Pasal 23

Rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban
penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses. peradilan
diselenggarakan sesuai standar dan pedoman yang ditetapkan oleh
Menteri.

Pasal 24

, Pengamanan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan yang

/ s-ea; arffir., p"oail"r, yairg sedang menjalani ritralititasi medis al
./ facilifao -alrolrilitqci madic mpniorli tqncmrnc iourah nantrirlilr npnrrahrt tfasilitas rehabilitasi medis menjadi

umum atau hakim sesuai tingfat

Pasal 25

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya
pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban
penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu yang sedang menjalani
proses peradilan sesuai ketentuan peraturan petundang-undangan

BAB IV U* p,*"
PELAPORAN

Pasal 26

(U Fasilitas rehabilitasi medis wajib melakukan pelaporan
penyelenggaraan rehabilitasi medis kepada Menteri melalui
mekanisme sistem pelaporan. r

tl

unrnrr ntnn amir!.fthrc ^^ 'd!' '
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(21 sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkala, yaitu sebulan sekali, meliputi rekapitulasi data yang
meliputi:

a. Jumlah pecandu narkotika yang ditangani;

b. Identitas pecandu narkotika meliputi jenis kelamin, usia, agarna,
status perkawinan, latar belakang pendidikan, latar belakang
pekerjaan;

c. Jenis zat narkotika yang disalahgunakan;

d. Lamapemakaian;

e. Carapakai zat;

f. Diagnosa;

g. Jenis pengobatan/riwayat perawatan atau
dlialani

(3). Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada
sistem inform asi kesehatan nasional.

L2

rehabilitasi yang

ayat (1) mengikuti

(4) Dalam hal sistem pelaporan sebagairnana dimaksud pada ayat (4)
belum dapat dilaksanakan seca.ra on line, maka pelapoian dilakuk;
secara berjenjang sebagai berikut

sakit daerah dan puskesmas melaporkan pada Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada

c. bagi lernbaga rehabilitasi medis tertentu, melaporkan pada Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada
Menteri.

(5) Rekapihrlasi data-yang telah dilaporkan dapat diakses oleh pihakyang
berkepentingan dalam pengembangan kebijakan dan program baif
lembaga pemerintah maupun masyarakat.

PasaJ2T

Mgnteri menyampaikan rekapitulasi data pelaporan penyelenggaraan
rehabilitasi medis sebagaimana rlimaftsu6 dalam pasal ZO tipaaa -gadan

Narkotika Nasional.

Pasal 28

(U Fasilitas rehabilitasi medis melaporkan perkembangan program
rehabilitasi medis kepada lembaga penegak hukum y*g -.*irrtadilakukannya rehabilitasi medis.

a. bagi rumah sakit vertikal dapat langsung melaporkannya pada
Menteri.

b. bagi rumah
Kesehatan
Menteri.
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(21 Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAV/ASAN

Pasal 29

(1) Untuk meningkatkan kemampuarr fasilitas rehabilitasi medis, Menteri
dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan untuk
meningkatkan kemampuan fasilitas rehabilitasi medis.

(21 Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan melibatkan Badan Narkotika
Nasional.

(3) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan rehabilitasi medis, Menteri
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi
medis. '

(4) Dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan, Menteri
dapat membentuk suatu Tim dengan melibatkan unsur pemerintah
daerah provinsi/kabupaten/kota melalui kepala dinas
kesehatan/kepala biro NAIZA, organisasi profesi di bidang kesehatan;
BNN Provinsi/KabupatenlKota atau organisasi kemasyarakatan
terkait lainnya.

(5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dapat mengambil
tindakan administratif kepada fasilitas rehabilitasi medis terhadap
pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal B, Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran terlulis; atau
c. pencabutan izin.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua fasilitas rehabilitasi
medis yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis lagi pecandu,
penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika harus
menyesuaikan dengan Peraturan ini dalam jangka waktu selambat-
lambatcya 2 (dua) tahun.

13
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 996IMENKES/SK/VLLI/2OO2 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Dan
Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dart Zat Adiktif Lainnya (NAIfZA)
sepanjang yau.Lg menyangkut Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 32

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2O11

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SBOYENINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011

. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSII\
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

l4
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FORMUI-IR ASESMEN WA'IB LAPOR DAN REHABTI tTA(t I,ChI
lTanggal Kedatangan 

:

I

Alamat tempat tinggal :

Usia:

Jenis Kel:
Telp/HP

1
INTORMASI

DEMOGRAFIS

I Status Perkawinan :

r
lBelum Menikah = 1

lMenikah = 2

Duda/Janda=3

2. Pendidikan terakhir:

I amat 5D =1
famat SLTP = 2
l-amat SLTA = 3
l'amat Atademi = 4

2

STATUS MED'S MEDI:

ikala Penllaian
,asien

-J

1.

Iamat PT = 5-'--,--'-"-.... tah narkotika
ienis Penyak!! Dirswat tahun LamahE

2.

3.

Riwayat penyakit kroni- Iidak = O,Eiil) reDyaKl[:

apl mecl]s I lYa = 1 Ftdak = OoPr ruers yang ot alant saat ani:

Apakah pemah.Di Tes
l-1
j.2

flv fa=1 Iidak = 0Hepatitist ltr- Iidak = 0t.3 Hepatitis C Ya=1 lidak = O

3

'TAruS 
PEKER'AA}

/DUKUNGAN IIIDUP

Tanggal asesmen
t. I

I
Itr9ak 

bekeria = I
;tatus pekeriaan P9!Eq= z

Pllasiswa/petajar=8
, llbu rumah tangga = 9

2- Bila bekerja, pola pekeriaan :

Purna waktu = 1

lSkala Penilaian

Pasien

Paruh waktu = 2
Iidak tentu = 99

). l(o4e Pekerjaan: (lihat petuniuk)

{. Keterampilan teknis yang dimiliki:

5.
Adakah yang memberi dukfngan
ridup bagi anda ?

fa=1 lidak = O_t 6. Bila Ya siapakah ?

7.

Dalam bentr * aoakah?

Ya=1 Iidak = O
rE r.Pdt unggal fa=1 Iidak = o

fa=1 Tidak = O
. Er rEuud ldn /rgrawatan Ya=1 Iidak = O

j. r, i;..jj;ri:..ceiit(;fi iia;.E3. ;;
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Nomor Rekam Medik

STATUS

PENGGUNAAN

NARKOTIKA

Tanggal asesmeo

{............................}

Jenis Cara Penggunaan

l. Oral 2. NasaUsublingual/supmsitoria 3. Merokok 4_

dari 1 zat / hari {termasuk alkohol

ya, jenis terapi rehabilitasi yang dijalani ?

awatao di Puskesmas = 2

Tanggal asesmen
(......-....-....,.........)

kali kah dalam hidup anda ditangkap dan dituntut dengan hal

iumlai tot l pe.'3 dilil, ridar harr. wi' hulm:n- taoga mukt"n kei.r'ra .oc(--.t |rcuu* qi. 1sl

kali tuntutan diatas berakibat vonis hukuman?
Ri'rayat keluarga /

Tanggal asesmen

(...-............,....- .--.)

situai seperti apakah anda tinggal 3 tahun belakanean ini?

Kondisi yang tidak stabil = 9

situasi yang paling menggambar&ail 3 tahun terakhir- ,ika lerdapet situasi farts b€rgaotFganti

akah anda hidup dengan seseorang yang mempunyai masalah
zat 5€karang ini? ya = 1 Tidak = 0

www.djpp.depktimham. go. id
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www. djpp.depkumham. go. id

ya, siapakah ialmereka (contreng padaToloilIItli

Spalarh!nda meryiiiki konflik seriua dalarn

lain yang beranl $da*on *_._*.__-.1

Tanggal asesmen

(.....--....-.....-....-..)

anda pernah mengalami
an akibat JanBsung dari Denppunaan Ne6r.ir llohri trettar

depresi serius (kesedihan, putus asa,
minat. susah konsentrasi

2- lMengatami 
ras" c.."s serirs 7 ket"ganliin]frEi]

halusinasi (melihat / mendengar sBuatu yang

Mengalami kesulitan mengingat atau fokus pada sesuatu

serius untuk bunuh diri ?

PEMERIKSAAN FISIK



2Oll, No.g25 18

FORMUTIR ASESMEN WAJ'B LAPOR DAN REHABIUTASI MEDIS

mmouhi lriteria diataGb Napa

neEna findal t njut :

tJnBan / [am:reb3

trnFnINamr€Li

www cijpp.depkumham. go. iC
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
Jl.Kaliurang Km. 17, Pakem, SlemanTelepon(0274) 895143, 895297

fax (027 4) 89 5 I 42, Email : grhasia@j o gj aprov. go. id
YOGYAKARTA55582

Yogyakarta, 5 April 2013
No
Lampiran
Perihal

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Di Yogyakarta

Menanggapi Surat Saudara no. O7O/2483N/3/2013 tertanggal 22 Maret2013 perihal Ijin
Penelitian, bersama ini kami beritahukan bahwa kami tidak keberatan mahasiswa saudara:

: Dola Yesriponnanti
: 09340034
: Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba ( Studi Empiris di RSJ

Grhasia DIY)
Melakukan Penelitian di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Provinsi DIY dengan ketentuan :

1. Mematuhi semua prosedur dan peraturan yang berlaku di RSJ.GRHASIA Provinsi DIY.
2. Data-data yang diperoleh tidak dipublikasikan di media massa tanpa seizin Direktur RSJ.

GRHASIA Provinsi DIY.
3. Data-data yang diperoleh bersifat rahasia dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan

ilmiah
4. Berkenaan dengan kegiatan tersebut kami sampaikan Administrasi kegiatan sesuai dengan

Keputusan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 25 Januari 2012 tentang
penetapan tariff Jasa Layanan Penyelenggaraan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia
untuk Penelitian S I adalah Rp 1 17.000/ bulan.

5. Setelah selesai penelitian wajib mempresentasikan hasil penelitian di Rumah Sakit.
6, Menyerahkan softcopy intisari hasil penelitiannya kepada Instalasi Diklat RS Grhasia

Propinsi DIY dancetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi.
7. Surat izin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila Saudara/mahasiswa tidak

memenuhi/mematuhi ketentuan dimaksud diatas.
8. Pelanggaran terhadap ketentuan no 2 dan 3 akan dilakukan penuntutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Pembimbing yang kami tunjuk adalah dr. Retno Pramudyaningtyas Rintawati.
10. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Instalasi Diklat.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
l. dr Retno Pramudyaningtyas Rintawati
2. Arsip

:aB I gfi
:-
: Ijin Penelitian

Nama
NIM
Judul

{r



srtijin.php http://adbangjogiaprov.go,id/admin/srtijin.php?mohon_id:13087&sta...

PEMERINTAH DAERAI{ DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (O274) 56281 1 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070t2483Nt3t2013

Membaca Surat : PD Bid, Akademik Fak. Syariah & Hukum UIN Nomor

Tanggal : 18 Maret 2013 Perihal

: UlN.02lDS.1/PP.00.9/61 512013

: ljin Penelitian

Mengingat :1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing,
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam
melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di lndonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan"Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian,
dan Studi Lapangan di Daerah lstimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembanganipengkajian/studi lapangan kepada:

Nama
Alamat
Judul

Lokasi
Waktu

DOLA YESRIPONNANTI NIP/NIM : 09340034
JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOBA (STUDI EMPIRIS DI RUMAH SAKIT
JIWA GRASIA YOGYAKARTA)
RS JIWA GRASIA YOGYAKARTA Kota/Kab. SLEMAN
22 Maret ffiia2z Juni2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan -) dari
Pemerintah Daerah DIY kepada BupatiMalikota melalui institusi yang benvenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website

- adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di

lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat inl kembali sebelum beral<hir

waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang

berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Marel 2013

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman clq Ka. Bappeda
3. Kepala Rumah Sakit Grhasia DIY
4. Det<an Fakultas Syariah dan Hukum Universitas lslam Negeri Sunan
5. Yang Bersangkutan

fd



DAFTAR PERTANYAAIY

1. Jenis layanan yang ada di RSJ Grhasia?

2. Proses pelasksanaan rehabilitasi di RSJ Grhasia?

3. Kegiatan yang dilah*an bagi para peserta rehabilitasi di RSJ Grhasia?

4. Kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan rehabilitasi di RSJ Grhasia?

5. Kebijakan yang dilalrukan oleh pihak RSJ Grhasia?

6. Kendala yang dihadpi dari pihak pasien yang ada di RSJ Grhasia?

7. Proses pendaftran yang dilakukan di RSJ Grhasia?

8' Peranan LSM bagi pemrnjang atau pendukung kegiatan Rehabilitasi di RSJ Grhasia?

9. Peran masyarakat terhaap kegiatan yrehabilitasi yang di lakukan di RSJ Grhasia?

10. Kendal ayan1dihadapi oleh para perawat atau petugas sendiri?



Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama i Muhammad

Jabatan : Staf Perawat Instalasi Narkotika,

Sakit Jiwa Grhasia yogyakarta.

Psikotropik a dan ZatAdiktif di Rumah

Nama

NIM

Alamat

Pendidikan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

: Dola Yestiponnanti

:09340034

: Desa Koto Tinggi Maek, Kec- Buki Barisan, Kab. Lima puruh Kota, Smatra

Barat

: Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari,ah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Sunan Kahjaga yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15 Mei zol3,bertempat di Rumah
Sakit Grhasia Yogyakart4 pakaem, guna merengkapi data skripsinya yang berjudur

"Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba (studi Empiris di Rumah sakit Jiwa Grhasia
Yoryakarta)r,.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mei 2013

{tr
P."L-w



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiarto

Jabatan : Staf Perawat Instalasi Narkotika, Psikotropik adanZat Adiktifrci Rumah

Sakit Jiwa Grhasia yogyakarta.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama

NIM

Alamat

Dola Yestiponnanti

09340034

Desa Koto Tinggi Maek, Kec. Buki Barisan, Kab. Lima puruh Kot4 smatra

Barat

Pendidikan Mahasiswa Jurusan Irmu Hukum, Fakultas syari,ah dan Hukum, universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta.

Telah merakukan wawancara dengan saya pada tanggar 2 Mei 2lr3,bertempat di Rumah
sakit Grhasia yogyakarta, pakaem, guna merengkapi data skripsinya yangberjudul
"Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba (studi Empiris di Rumah sakit Jiwa Grhasia
Yograkarta),,.

Derrikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakartq 2Mlet20l3

,P



CURRICULUM VITAE 

 

A. DATA PRIBADI 

Nama  : Dola Yesriponnanti 

Tempat/tgl. lhr: Koto Tinggi Maek, 28 Agustus 1991 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Status  : Lajang (Belum Menikah) 

Kebangsaan  : Indonesia 

Agama  : Islam   

Alamat Asal : Sumatra Barat, Kabupaten Lima Puluh kota, Koto Tinggi  

  Maek 

Alamat Tinggal: Jl. Munggur No. 15, Pengok Yogyakarta 

Email  : dzolamutz@yahoo.com 

Tlpn/HP : 0856 6892 6194 

Tinggi/berat : 155 cm/ 40 kg 

 

B. PENDIDIKAN 

1996-1997 : Menempuh pendidikan di TK Ibunda Koto Tinggi Maek 

1997-2003 : Menempuh pendidikan di SD N 46 Koto Tinggi Maek 

2003-2006 : Menempuh pendidikan di SMP 2 Sopan Tanah Maek 

2006-2009 : Menempuh pendidikan di SMA N I Kec. Suliki Gunung Mas 

2009-2013 : Menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan 

      Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum 
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